
BUPATI KATINGAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun ZOLO tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Xitingan, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan," Susunan
O_rganisasi, Tugas dan Fungi serta Tata Kerja Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oO2 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten
sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatLn Gunung Mas,Kabupaten Pulang pisau, Kabupaten Mrrurg R"yu, dan
Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan " Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor algo);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun zoog
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah naeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4zg);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran N"g*r"
Republik Indonesia Nomor S23al;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun zo'L4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a\
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7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesil rahun 2ot4Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Repubrik IndonesiaNomor 5582), sebagaimana telah diubah d"rrg"r, urra"rrg-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan Kedua. Atasundang-undang Nomor 23 Tahun zol+ tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesil rahun zoLs
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1oo rahun 2oo0 tentang
Pengangkatan pegawai Negeri sipil dalam Jabatan struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401gj
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 100 teqtang pengangkatan pegawai Negerisipil dalam Jabatan struktural lt embiran lriegara Republik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran N"g*"
Republik Indonesia Nomor algg;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 20os Nomor l4o, Tambahan l,embara' N.g"r.
Republik Indonesia Nomor a17gl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200s tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind-onesia Tahun 2oo5
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor Lg rahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rihun ioto
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun zott tentang
Pembentukan Peraturan pemndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor ,gg),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupalen Katingan
Tahun 2016 Nomor 6s, Tambahan Lembaran Dalrah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2o1s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubfi[
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 20361;

MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh pemerintah Daerah aan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan TLrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam 

_ undang-undang Dasar Negara {epublik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Daerah
pelaksanaan Urusan pemerintahan yang
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

yang memimpin
menjadi kewenangan

4. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

8. Dinas adalah Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Katingan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas penanaman Moda1 dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Katingan.

10. Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat prsp
adalah pelayanan secara terintegrasi a**ir satu -kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk melaui satu pintu.

11. Penyelenggara PTSP adalah pejabat pemerintah Kabupaten
sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang_
Undangan.

12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adatah kegiatan
penyelenggaraa"n perizinan dan non perizinan yang iro"""pengelolaa.nnya muai dari tahap permohonan ***p"f dengan
tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu a*"* satu
pintu dan satu tempat.

13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
Undangan.

14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas
atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok-orang
dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan.

15. Tim Teknis PrsP adalah kelompok keda yang dibentuk sesuai
kebutuhan dalam rangka penyelengg"raan prsp, yang
mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas
penerbitan pefizinan dan non perizinan.
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16. Kelompok Jabatan Fungsional adarah Kelompok Aparatur sipil
le.sgra yang diberi tugas wewen€ulg dan hak secar"- p"rrri, or"r,Pejabat yang berwenang untuk meraksan akan kegiatan yangsesuai dengal profesinya dalam rangka menduku"dk"i;"'*",
tugas pokok Dinas penanaman tvtodal dan pelay"i"r, terpaauSatu Pintu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) susunan organisasi Dinas penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. sub Bagian 

_ 
Keuangan, program, Evaruasi, pelaporan danInformasi Teknologi;

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang perencanaan, pengembangan Iklim dan promosi
Penanaman Modal, membawahkan :

1) Seksi perencanaan penanaman Modal;
2) seksi pengembangan Ikrim penanaman Modar;
3) Seksi promosi penanaman Modal.

b. Bidang pengendarian peraksanaan penanaman Modar dan
Sistem Informasi, membawahkan :

1) seksi pemantauan dan pengawasan peraksanaan
penanaman Modal;

2l seksi pembinaan pelaksanaan penanaman Modal;
3) Seksi pengolahan Data dan Informasi.

c. Bidang Penyelenggaraan pelayanan peizrnan dan Non
Penzinan, membawahkan :

1) Seksi pelayanan perizinan dan Non perizinan I;
2l seksi pelayanan perizinan dan Non perizinan II;
3) seksi pelayanan penzina.n dan Non perizinan III.

d. Bidang pengaduan, Kebijakan dan peraporan Layanan,
membawahkan:

1) Seksi pengaduan dan InformasiLayanan;
2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
3) Seksi pelaporan Layarran.

4. Tim Teknis;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada 
"y"t (1),

tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENANAM^* IF8Bffi, ff$'F.LAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Pasal 3
Dinas Penanaman Modar dan perayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Katingan. mempunyai tugas pokok membantu BupatiKatingan dalam meraksanrtarr, *"rgfooriinasikan p.rry,r.rr"r, a*r,pelaksanaan kebijakan daerah dididang p."".r"**., Modal danP.elayanan Terpadu satu pintu dan meiaksanakan ketatausahaandinas.

Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasar 3,Dinas penanaman Modar dan pel"y"rr"r, Terpadu ild pintu
Kabupaten Katingan menyelenggarak"r, f.rrrg.i,
a- Perumusan kebijakan teknis lans telah didelegasikan oleh BupatiKatingan sesuai dengan keuiJatan BupaIi dan peraturanoerundang-undangan yang berlaku dibidang penan€rman modaldan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Memberikan dukungan atas penyerenggaraan pemerintahan

l1.If dibidang penanlman modat a", p?ry*.r't"rp"Ju satupmru;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu;
d. PengawaSffi, 

, 
pengendalian dan Evaluasi dibidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasar 4,Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu
Kabupaten Katingan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan daram rencana investasi Kabupaten;
b. Mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secaramenyeluruh untuk kepentingan perencanaan aan perrgndalian

pembangunan investasi Kabupaten secara makro;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi investasi

perdagangan dan pariwisata Kabupaten;
d. Memberikan pelayarlarT perizinan, Non perizinan dan perizinan

investasi;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
investasi di daerah;

f. Menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan
investasi di wilayah Kabupaten;

g. Penyelenggaraan sistem informasi di bidang investasi;
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h. Promosi dan informasi investasi;

i. Melakukan kerjasama dalam bidang investasi.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasa1 6

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
menetapkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina
pelaksanaan tugas pokok dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian
dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang
perencanaan dan pengembanga.n iklim dan promosi
pen€maman modal,pengendalian pelaksanaan penanaman
modal dan sistem informasi, penyelenggaraa.n pelayanan
penzinan dan non penzinan dan pengaduan kebijakan dan
pelaporan layanan;

b. Pengkoordinasian, mengendalikan dan membina pelaksanaan
kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perencanaan, pengemb€rngan iklim
dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dan sistem informasi, penyelenggaraan
pelayanan per:r;inan dan non perlr;inan dan pengaduan
kebijakan dan pelaporan layanan;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dinas.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program
kerja kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, lakip,
LKPJ dan LPPD dinas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
perencanaa.n dan pengembangan iklim dan promosi
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman
modal dan sistem informasi, penyelenggara€Ln pelayanan
perizinan dan non perizinarrr dan pengaduan kebijakan dan
pelaporan layanan;

c. Membina, mengawas dan mengendalikan pelaksanaan tugas
pokok dinas yang meliputi kesekretariatan, perencanaan,
pengemb€rngan iklim dan promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanam€rn modal dan sistem
informasi, penyelenggaraan pelayanan pertzrnan dan non
penzinarr dan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

d. Mengarahkan sekretaris dan kepala bidang dalam
melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku;
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e. Menyelenggarakan peraksanaan pemberian dukungan,penyelenggaraa.n pemerintahan diuia*rrg perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal,pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sisteminformasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan pengaduan kebijakan dan pilaporalr layanan;

f. Menyelenggarakan rencana. pembangunan dibidang
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dansistem informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dannon penzinan dan pengaduan kebijakan dan pelaporan
layanan;

g. Memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan,
bidang perencanaan, pengemb""gd ikrim dan promosi
penanam€rn modal, pengendalian pelaksanaan pena.naman
modal dan sistem informasi, penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non penzinan dan pengaduin kebijakan dan
pelaporan layanan;

h. Menyampaikan raporan, saran/pertimbangan dan
rekomendasi kepada Bupati sebagai' b*rr*r, masukan dankebijakan pemerintahan daerah dibidang perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanam€Ln modal dan sistem
informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan dan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

i. Melakukan koordinasi dan kedasama dengan instansi danl
_at"9 lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan dinas;

j. Memberikan penilaian kinerja aparatur di lingkungan dinas.
k. Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Ketiga
SEKRE"TARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Katingan dipimpin oleh seorang Sekretarisyang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas a*am hal
melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis
dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penJrusunan
program, pengelolaan keuangan dan aset, kepegiwaian dan
umum.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan
Dinas Penanaman Modar dan pelayanan TErpadu satir pintu;

b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu
Pintu;

Page 7 of37



c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
ketatalakslna3n, kepegawaian, pendidilan J"r, pelatihan,
keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi,
perlengkapan dan rumah tangga Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu;

d. Pengkoordinasian pen]rusunan peraturan perrrndang-
undangan, pelayanan dan bantuan hukum ying terkait
dengan tugas Dinas penanaman Modal dan rihyanan
Terpadu Satu Pintu;

e. Pengkoordinasian dalam penJrusunan laporan.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana d.imaksud pada

ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan penJrusunan rencana progra.m kerja sekretariat
dan bidang- bidang;

b. Mendistribusikan tugas kepada sub bagian penJrusunan
program dan keuangan dan sub bagian umum sesuai dengan
tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. Memberi petunjuk kepada sub bagian pen]rusunan program
dan keuangan dan sub bagian umum dalam kegiatan
penJrusunan program, pengel0laan administrasi kepegawaian,
keuangan dan urusan umum sesuai prosedui untuk
kelancaran pelaks ar1aat1. tugas ;

d. Menyelia sub bagian penyusunan program dan keuangan dan
sub bagian umum dalam pelaksanaan tugas sesuai-arahan
pimpinan;

e. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
g. Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan

dan ketatalaksanaan;

i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

j. Melaksanakan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
t. Melaksanakan pengka,iian bahan perumusan rencana

strategis, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah, iaporan keterangan
pertanggung jawaban dinas;

m. Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kery'a terkait;
Memberikan penilaian kinerja aparatur sub bagian di
bawahnya;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

o.

p.
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pasal 8
Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2' Ptu Bagian Keuangan, program, Evaluasi, peraporan danInformasi Teknologi;

Paragraf l"

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9
(1) sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas 
-membantu 

sekretarisdalam hal melaksanakan tugas mem1uat bahan p""gtqii"r,
kebijakan teknis dan koordinaii dengan unit kerja tertcai? sertapelaporan tugas di sub Bagian umum dan Kepegawaian.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan_bahan pengkajian kebijakan teknis di sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. PelaksanaEln pen]rusunan bahan pelaporan tugas di sub
Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi
ayat (21, Kepala Sub Bagian Umum

sebagaimana dimaksud pada
dan Kepegawaian mempunyai

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
kegiatan untuk pedoman pelaksanaan

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan uia^rrg tugas masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub
Bagian umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai-dengan
tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan teftiu
dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub Bagianumum dan Kepegawaian sesuai dengan petunjuk agar ti?ar<
terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis
di Sub Bagran Umum dan Kepegaw"i".rl

f. Melaksanakan penjrusunan dan pengolahan data kepegawaian;
g. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan

pegawai dan jabatan di lingkungan dinas; -

h. Melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
i. Melaksanakan pen]rusunan bahan pengembangan karir dan

mutasi serta pemberhentian pegawai;

uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan
sesuai dengan program
tugas;
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j' Melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan kepegawaiankepada unit kerja dilingkungan dinasj
k' Melaksanakan penJrusuna.n bahan rancangan dan

f:**T::tasian peraturan perundang_undangan dibidang
Kepegawara.n;

l. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman
surat-surat naskah dinas dan arsip;

m. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
dinas;

n. Melaksanakan penJrusuna.n dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas pegawai;

o. Melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,pengurusan rumah tangga, pemelihar 
^^nip.rawatanlingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta

ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bagianumum dan Kepegawaian berdasarkan rraiit tJ4a yang ai.ip"i

sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
r. Melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

p-ertimbangan peng.rmbilan kebijakan di sub bagian ulum dan
Kepegawaian;

s. Melaksanakan pelaporan peraksanaan tugas secara rutin daninsidentil di sub bagian umum dan Kepeglwaian;
t. Melaksanakan tugas-tugas rainnya yang diberikan pimpinan.

SUB BAGIAN KEUA'iffiffgf.GRAM, EVALUASI,
PELAPORAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 10
(1) lrb Bagian - Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan danInformasi Teknologi dipimpin oleh Kepala sub eagian yang

mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal meliksanakan
penJrusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait_ serta pelaporan tugas di Bagian Keuangan, plogram,
Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknol,ogi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
$e-pala Bagian Keuangan, program, Evaruasi, neuporan dan
Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan bahan pengkajian kebijakan teknis diBagian Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi;

b. Pelaksanaan pen]rusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Bagian Keuangan, program, Evaluasi, Fehporan dan
Informasi Teknologi;

c. Pelaksananlan dan pengelolaan informasi teknologi di
lingkungan Dinas penanaman Modal dan pelayanan Tefradu
Satu Pintu;

d. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di
Sub Bagian pen5rusun program dan Keulngan.
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat_(2|, Kep{a Bagian Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan
dan Informasi Teknologi mempunyai uraiar, [rgr" ,

a- Merencanakan kegiatan Bagian Keuangan, program, Evaluasi,
Pelaporan dan Informasi Teknologi sesuai dJngan program
ke{a untuk pedoman pelaksanaar, lugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
Keuangan, Program, Evaluasi, peraporan- dan Informasi
Teknologi sesuai dengan bidang tugai masing-masing agar
tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Bagian Keuangan, program, Evaluasi, pelaporin da,
Informasi Teknologi setiap saat sesuai dengan- tugas dan
tanggungiawabnya agar peker{aan berjalan tertib daniancar;

d. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan
pendokumentasian;

e. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bagian
Keuangan, Program, Evaluasi, eehporan dan Informasi
Teknologi sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan
atau kekeliruan;

f. Melaksanakan penJrusunan bahan perumusan rencana
strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
(LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah dleiah (LppD),
laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), ,Lrr""."
kerja (RENJA), rencana kerja anggara.n (ixe), dokumen
pelaksanaan anggar€Ln (DpA) dinas;

g. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis di Ragian Keuangan, program, Bvatuasi, pelaporan a"r,
Informasi Teknologi;

h. Melaksanakan pen]rusunan bahan dan penyiapan anggaran
dinas;

i. Melaksanakan perencanaan realisasi program dinas;
j. Menyusun daftar usul kegiatan di lingkungan dinas;
k. Melaksanakan penJrusunan bahan kerjasama di Bagian

Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan Inforriasi
Teknologi;

1. Mengelola administrasi keuangan meliputi pembukuan,
pertanggungiawaban dan verifikasi serta penyu"urran
perhitungan anggaran;

m. Men5rusun laporan pertanggungiawaban keuangan semesteran
dan tahun€Ln;

n. Melaksanakan pen]rusunan pembuatan daftar gaji dan
tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
Melaksanakan penyiapan sarana maupun prasarana dan
sistem informasi teknologi dinas.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan penJrusunan teraahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di Bagian k.rarrg"rr,
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi reknologi;

o.

p.

q.

r.
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Melakukan koordinasi . dengan Bidang dalam rangka
menyediakan layanan informasi teknol6gi yang mampu
memenuhi kebutuhan Dinas;
Menghimpun dan mengorah data serta bahan-bahan untuk
menJrusun anggaran dan melakukan dokumentasi peraturan
Perundang-undagan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas Dinas;

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Bagian
Keuangan, Program, Evaluasi, peraporan dan Informasi
Teknologi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pen]rusunan bahan pelaporan pelaksanaan
tugas secara rutin dan insidentil di Bagian Keuangan,
Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi Te=knologi;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

B r DAN G r"*r*"?i,ffi1, :;ffi 3$* BANGAN r KLr M
DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 11

(1) Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim dan promosi
Penanama, Modal dipimpin 

- 
o-leh 

".orarrg Kepara Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pet 5rusunan, mengolaidan merumuskan kebijakan teknis aiuia"rrg p.."o"L""rr,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang perencanaan, pengembangan Iklim dan p?omosi
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaks*1l.q"ngkajian, pengusulan dan pen)rusunan kebijakanteknis dibidang perencanaan, pengembangan Iklim' d*r,
promosi penanaman modal;

b. Pelaksanan norma, standar dan prosedur kegiatan dibidang
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanarlan
modal;

c. Pelaksanan koordinasi kebijakan dibidang perenca.naan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;

d. PelaksanErn pengembangan potensi dan peluang investasi
penanaman modal daerah dengan memberdaya[an badan
usaha melalui pembinaan penanaman Modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebar
informasi yang seluas- ruasnya aatamlingkup penyelenggL*"r,
penanaman modal.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang perencanaan, pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal mempunyai uraia, t g"* ,

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan di lingkungan
Bidang Perencanaan, pengembangan lttim dan -promosi
Penanaman Modal;

u.

v.

w.
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b. Mendistribusikan tugas kepada seksi perencanaan penanaman
Modal, seksi pengembangan Ikrim penanaman Modal dan seksi
Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tanggungjawabnya
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Memberikan petunjuk kepada seksi perencanaan penanaman
Modal, seksi Pengembangan Iklim penanaman Modal dan seksi
Promosi Penanaman Modal sesuai prosedur untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Menyelia Sub Bidang perencanaan penanaman Modal, seksi
Pengembangan Iklim penanaman Modal dan seksi promosi
Penanaman Modal dalam peraksanaan tugas sesuai arah
pimpinan;

". Ygly"lenggarakan pengkajian perumusan kebijakan teknis
dibidang perencanaan, pengembangan iklim a"r, promosi
penanaman modal;

f. Menyusun standar pelayanan Minimal (spM) dan standar
operasional Prosedur (sop) dibidang penanaman modal;

g. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang perencanaan,
Pengembangan Iklim dan promosi penanaman Modal;

h. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
yang berhubungan dengan bidang tugas;

i. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pen€Lnaman modal,
pengembangan , iklim penanaman modal dan promosi
penanarnan modal;

j. Melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanamin modal;

k. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknispelaksanaan program kegiatan dibidang perencanaan,
pengembang€Ln iklim dan promosi penana*u.r, *od"l;

l. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang
perencanaan, pengembangan iklim dan piomosi penanaman
modal;

m. Menyelenggarakan perumusan materi promosi penanaman
modal dalam dan luar negeri yang melibatlian Kabupaten;

n. Menyelenggarakan penJrusunan penyediaan materi dan bahan
promosi serta media promosi;

o. Menyelenggarakan pengajuan usulan materi promosi
penanaman modal;

p. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan promosi
penan€rman modal dalam dan luar negeri yang melibatkan lebih
dari satu Kabupaten/ Kota;

q. Menyelenggarakan kegiatan pameran, misi Investasi danpromosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan p*ra*-p*rat
terkait;

r. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dibidang penanaman
modal;

s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
t. Melaksanakan penJrusunan teraahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
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u. Memberikan penilaian kinerja aparatur sub bidang di
bawahnya;

v. Melaksanakan tugas-tugas rainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan perencanaan, pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan dan penanaman Modal;

2. Seksi Pengembangan Iklim penanaman Modal.
3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 1

SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

(1) seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang
Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penJrusunan bahan pengkajian teknis dan koord.inasi dengan unitkerja terkait serta pelaporan tugas di seksi pereicanaan
Penanaman Modal.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala seksi Perencanaan dan penanaman - 
Modal

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan bahan pengkqiian teknis di seksi
Perencanaan Penanama.n Modal;

b. Pelaksa.naan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Seksi Perencanaan penanaman Modal;

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Perencanaan Penana.man Modal.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi
ayat (21, Seksi Perencanaan dan

sebagaimana dimaksud pada
Penanaman Modal, mempunyai

Seksi Perencanaan Penanaman Modal
kerja untuk pedoman pelaksanaan

uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan
sesuai dengan program
tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan di ringkungan seksi
Perencanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugas
masing-masing agr tugas dapat dilaksanakan dengan baik; 

-

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Perencanaan Penanaman Modal setiap saat iesuai dengan
tugas dan tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Perencanaan Penanaman Modal sesuai dengan petunjuk agar
tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Melaksanakan kebijakan di seksi perencanaan penanaman
Modal;

f. Mengkaji dan mengusulkan perencanaan penan arnar: modal;
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g. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidangperencanaan penanam€rn modal;
h' Melaksanakan penJrusunan perencanaan umum penanamanmodal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
i' Penyusunan peta potensi sumber daya alam dan potensilainnya;
j. Merencanakan penJrusunan data base potensi serta profilpenanaman modal di daerah;
k. Merencanakan Investasi, penelitian dan pengkajian potensi

serta peluang penanaman modal;
l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan pen5rusunan teraahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi perencanaan

Penanaman Modal;
n. Menilai prestasi keg'a bawahan di ringkungan seksiPerencanaan penanaman Modal berdasarkan hasil kerja yangdicapai sebagai bahan penilaian kinerja 

"prr"t r;
o. Melaksanakan peraporan pelaksanaan tugas secara rutin diSeksi Perencanaan penanaman Modal;
p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

SEKSI PENGEM"O*dffi?1,11# PENANAMAN M ODAL

pasal 14
(1) seksi Pengembangan Iklim penanaman Modal dipimpin olehseorang Kepala seksi yang mempunyai t"s""'--- pokokmelaksanakan penJrusunan uarran pengka.iian ieknis' dankoordinasi dengan unit kerja terkait serta" plh.porr, trrg", diSeksi Pengembangan Iklim penanaman Modal.
(2) Untuk melaksan*?. tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala seksi pengemb*.rg.r, Iklim penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan pengkajian teknis di Seksi
Pengembangan Iklim penanaman Modal.

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerjaterkait di seksi pengembangan Iklim penanaman Modal.
c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi

Pengembangan Iklim penanaman Modal.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala seksi pengembangan ltti* pena.naman modarmempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan Iklim
Penanaman Modal sesuai d.engan progra* tci4a untukpedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan seksi
Pengembangan Iklim penanaman Modal sesuJ denlan bidang
tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakL dengan
baik;
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c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksiP.engembangan Ikrim penanaman Modar setiap saat sesuaidengan tusls dan- tanggungjawabnya 
-"g", 

p.r..r3""" ilrfi;dengan tertib dan lancar; -

d. Memeriksa hasil_ kerl'a bawahan di lingkungan seksiPengembangan Iklim penanaman Modal 
"""rrli denganpetunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Menyelenggarakan pengkajian dan pengusulan kebijakan
dibidang pengembanga.n iklim penanaman modal;

f. Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi danpeluang penanaman modal di Kabupaten K?tingan;
g. Menyelenggarakan pen]rusunan data statistik dan publikasi

pengembangan penan€rman modal;
h. Melaksanakan pengumpulan, pengeloraan dan penyajian

bahan untuk penJrusunan dan penyempurnaan pelaksanlan
analisa potensi daerah;

Melaksanakan penetapan peraturan daerah
penanaman modal sesuai standar ketentuan
perundang-undangan;

j. Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan potensi danpeluang penanaman modal serta - mengkoordinasikrrrrry"
dengan pihak-pihak terkait;

k. Melaksanakan_ penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan tertutup *"rrprrLrbuki J ---

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi penfemb;G",

Iklim Penanaman Modal;
n. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi

Pengembangan Iklim penanaman Modal beidasikan hasilkerja yang telah dicapai sebagai bahan penilaian kinerja
aparatur;

o. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pengembangan Iklim penanaman Modal;

p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

SEKSI BIDANG'*3ffi3H"I3*O*^'AN MODAL

Pasal 15

(1) Seksi Promosi Penanaman Modal dipimin oleh seorang Kepala
seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan p"rjr*"rr",
lahan pengkajian kebijakan titcnis dan koordinasi denlan unitke{a terkait serta peraporan tugas di seksi promosi perianaman
Modal.

(2) Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala seksi promosi penanaman Modal *"rry.l"rrgg;aka"
fungsi :

a. Pelaksanaan bahan pengkajian keb{jakan teknis di seksi
Promosi Penanaman Modal.

tentang
peraturan
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b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerjaterkait di Seksi promosi penanaman n{oa"f.
c' Pelaksanaan penJrusunan. bahan pelaporan tugas di seksiPromosi penanaman Modal. ' L

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi_ sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala seksi promoJi penarrlman Modar mempunyaiUraian tugas :

a' Merencanakan kegiatan di seksi Promosi penanaman Modalsesuai dengan program kerja untuk pedoman p"tJ""rr""r,
tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi promosi
Penanaman Modar sesuai d.rrsul bidan"g tugas masing_masing
agar tugas dapat dilaksanakan dengan U"if.; a -----

c. Membimbing peraksanaan tugas bawahan dilingkungan seksiPromosi penanaman Modar setiap saaL sesuai dengan tugasdan tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan t""rtiu--a"r,lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi promosi
Penanaman Modal sesuai dengan p"t,i"j"r. agar tidak t"r:"aikesalahan atau kekeliruan;

e' Melaksanakan penJrusunEur dan penyempurnaan pedomanpelaksanaan promosi dan pEuneran;
f' Mengkaji, merencanakan dan merumuskan sistem promosidan pameran penanaman modal daerah;
g. Melaksanakan publikasi, penyebarluasan informasi sertapeluang investasi dalam dan-luar negeri;
h. Menyelenggarakan kegiatan promosi dan pameran dalam danluar negeri;

i. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalampenyelenggaraan promosi dan pameran dalam dan luar ".g.ribag _pengembangan penanaman modal dan investasi didaerah;
j. Pelaksanaan kerjasama promosi dan pameran denganorganisasi atau asosiasi dunia usaha aan sKpD terfaitlainnya di bidang penanaman modal;
k. Melaksanakan fasilitasi dukungan penyediaan dan penyiapan

materi sarana dan prasarana- bahan piomosi untut<'pameiar,misi investasi dan promosi lainnya tentang potensi danpeluang penanaman modal;
l. Melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyiapan saranadan prasarana bahan-bahan promosi usah" a"" p"r"rr.*u,

modal;

m. Melaksanakan pengajuan usulan materi sarana danprasarana bahan-bahan promosi usaha dan penErnaman
modal;

11. Melaksanakan penJrusuna.n rencetna kebutuhan sarana danprasarana dan bahan-bahan promosi usaha dan penanaman
modal;

o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
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p.

q.

r.

Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebijakan di seksi promosi
Penanaman Modal;

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi promosi
Penanaman Modal berdasarkan hasil kerja v*g telah dicapai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
Melaporkan pelaksa.naan tugas di lingkungan seksi promosi
Penanaman Modal;

Pasal L6
(1) Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem

Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyaitugas pokok melaksanakan penJrusun€ur., mengolah dr'merumuskan kebijakan teknis di Bidang pJngendalian
Pelaksanaan Penana.mern Modar dan sistem Informasi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman Modal dan
Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis
di Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman Modal dan
Sistem Informasi.

b. Melaksanakan noffna, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan di Bidang pengendalian pelaksanaan pena.naman
Modal dan Sistem Informasi.

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal dan sistem
Informasi.

d. Melaksanakan pembinaan, pengawas€rn, pengendalian atas
pelaksanaan penanaman modal, pelayanan 

- p.rlrin*, d an nonperizinan, pemberian bantuan -penyellsaian 
berbagai

hambatan dan konsultasi serta pengolahan data dan
informasi penanaman modal.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pad.a
ayat (2), Kepala Bidang pengendarian pelaksanaan penanaman
Modal dan sistem Informasi mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasionar program dan kegiatan di
lingkungan Bidang pengendalian - pelaksanaan penanaman
Modal dan Sistem Informasi.

b. Mendistribusikan tugas kepada seksi pemantauan danPengawasan pelaksanaan penanaman Modal, seksi
Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal dan seksiPengolahan Data dan Informasi sesuai dengan
tanggungiawabnya masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

s. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Page 18 of37



c. Memberikan petunjuk kepada seksi pemantauan danPengawasan peraksanaan penanaman Modal, SeksiPembinaan pelaksanaan penanaman Modal dan seksiPengolahan Data dan Informasi sesuai prosedur .rrrt rtkelancaran pelaksanaan tugas;
d. Menyelia seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

Penanaman Modal, seksi pembinaan pelaksanaan penanaman
Modal dan seksi pengorahan Data dan Informasi dalam
pelaksanaan tugas sesuai arahan pimpinan;

e. Menyelenggarakan pemantauan pengawasan dan
pengendalian serta pembinaan penanaman modal.

f. Menyelenggafakan pengkajian, perumusan dan penJrusuna.n
kebijakan teknis pengawasan, pe-binaan aan plrrglrraatia,
pelaksanaan penan aman modal;-

g. Mengkoordinasikan koordinasi dalam pengawasan dan
pengendalian penanaman modal;

h. Menyelenggarakan pengawasurn dan pengendalian terhadap
penggunaan fasilitas yang diberikan serta melaksanakan
pemeriksaan ke lokasi proyek sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. Memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan penanaman modal;

j. Memberikan arahan kepada perusahan pMA dan PMDN
tentang kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

k. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan
penanaman modal, pet'lz;inan dan non perizinan dalam rangka
peningkatan realisasi penanama.n modal pelayanan periziian
dan non perizinan di daerah;

1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penanam€rn modal, baik penanaman Modal Asing
(Pl[A) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta
pelayanan perizinan dan non pedzi.nan 

"""ui t<ewenangan;
m. Menyelenggarakan koordinasi, pemberian bantuan danfasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

penanaman modal;

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
o. Melaksanakan penJrusunan teraahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Memberikan penilaian kinerja aparatur seksi di bawahnya;
q. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

Bidang Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal dan sistem
Informasi, membawahkan :

1. seksi Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
Modal;

2, Seksi Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
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Pasal 18

(1) seksi Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
Modal dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pen]rusunan bahan perrgt4iun t"t ri. d"r,
koordinasi dengan unit keda terkait serta frupor"r, tugas diseksi Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penarlaman
Modal;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen]rusunan pengkajian teknis di seksi
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
Modal.

b. Pelaksanaan pen]rusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
Penanaman Modal.

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
Modal.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi pemantauan dan penga*asan pelaksanaan
Penanaman Modal mempunyai uraian tugas-:
a. Merencanakan kegiatan seksi pemantauan dan pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan program kerja
untuk pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan seksi
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal
sesuai dengan_bidang tugas masing-masing agar tugas dapat
dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal
setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal
sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau
kekeliruan;

e. Melaksanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan
bidang penanaman modal terhadap pMA a"r, PMDN,
pelayanan perizinan dan non perizinrn yang berada di daerah;

f. Melaksanakan pemantauan atas penggunaan fasilitas yang
sudah diberikan oleh pemerintah;

g. Melaksanake.n pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman
modal, baik Penanaman Modal Asing (pMA) maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta' pelayanan
perwinarrr dan non petainan sesuai kewenangan;

h. Menyusun dan mernyiapkan pengendalian perj:ulinan dan non
perwinan dibidang penanaman modal yang sudah diterbitkan;

Paragraf 1

SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
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(1)

(21

i. Membantu dalam penyelesaian perrnasalahan yang dihadapiperusahaan penErnamErn modal di daerah;
j. Menyampaikan..-dan mengingatkan kepada peraku usaha

terhadap kewajiban untuk menyampaikan raporan tegiatan
pen€maman modal;

k. Melaksanakan pengawasan dilapangan secara reguler dan
insidentil sesuai dengan kebutuhan;

l. Melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan danevaluasi perkembangan penanam€rn modal dan perayanan
terpadu satu pintu;

m. Melaksanakan pengawasan penanaman modal dan
berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota;

n. Melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas
ketentuan penanaman modal sesuai peiatura' perundang-
undangan yang menjadi kewenangan pemerintah xauupaten.

o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebiiakan di seksi pe=mantauan

dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal;
q. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemantauan

dan Pengawasan pelaksanaan penan***r, Modal berdasarkanhasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilai kinerja
aparatur;

r. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
seksi Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
Modal;

s. Melaksanakan tugas-tugas rainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal L9

seksi Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal mempunyai
tugas pokok melaksanakan pen]rusunan bahan pengkqiian'tekiris
dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta plr"f,or"" tugas ai
Seksi Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala seksi Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi :

a- Pelaksanaan pen]rusunan pengkajian teknis di seksi
Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal.

b. Pelaksanaan pen]rusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di seksi pembinaan pelaksanaan penanaman Modal.

c- Pelaksanaan pen]rusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Pembinaan Pelaksanaan penanarnan Modal.

untuk menyelengq3r+3" funggi sebagaimana dimaksud pada
?y"\ \2), Kepala di seksi pembinaan pelaksanaan penanaman
Modal mempunyai rincian tugas :

(3)
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a. Merencanakan kegratan di seksi pembinaan pelaksanaan
Penanaman Modal sesuai dengan program kerja untukpedoman pelaksanaan tugas.

b' llembagr tugas kepada bawahan dilingkungan seksiPembinaan pelaksanaan penanaman Modal" 
"""r]"i- a."s*

bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanafan
dengan bai;

c. Membimbing pelaksanaErn tugas bawahan di lingkungan seksi
Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modat setiap siat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

d. Memeriksa _h-a9il kerja bawahan dilingkungan seksi
Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal *""i.i a".rg""petunjuk agar tidak terl'adi kesalahan atau kekeliruan; "

e. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penan.rman
modal dalam rangka peningkatan realisasi i"r*r.*"r,
Tod4, pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada di
daerah;

f. Menyelenggarakan pembinaan usaha kegiatan penanaman
modal;

g. Melakukan pembinaan pengusaha melalui pola kemitraan
kerja;

Melaksanakan pembinaan terhadap perusahan tentang
kewajiban di wilayah sekitar perusahan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal;
Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi
Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal mraasartcan hasil
kerja yang telah di capai sebagai bahan penilaian tine4a
aparatur;

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 2O

(1) seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang
Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penjrusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di seksi pengolahan o-"ta dan
Informasi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Seksi pengolahan Data dan Informasi
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pengkajian teknis di seksi
Pengolahan Data dan Informasi.

h.

j.

k.
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b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di seksi pengolahan Data dan Informasi.

c. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pelaporan tugas dibidang
pengolahan data dan informasi.

(3) untuk menyelenggarakan frls"i sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi pengolahan Data dan Informasi mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi
sesuai program kerja untuk pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan seksi
Pengolahan Data dan Informasi sesuai dengan tugas masing_
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan bails

c. Membimbing pelaksErnaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Pengolahan Data dan Informasi setiap saat iesuai d.ngan
tugas dan tanggungiawabnya agar pe[erjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. Memeriksa _hasil kerja bawahan dilingkungan seksi
Pengolahan Data dan Informasi sesuai dengan petunjuk agar
tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Membangun dan mengembangkan
perizinan dan penanaman modal
pemerintah provinsi;

sistem informasi pelayanan
yang terintegrasi dengan

f. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi
penanaman modal yang berada di daerah;

g. Mengolah dT. meny4iikan informasi penana.man modal,
pelayanan pertzina.n dan non perizinan;

h. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran
data dan informasi perayanan pelizinar aan penanaman
modal;

i. Melaksanakan pen]rusunan dan penyediaan d.ata pelayanan
perlu,inan dan penanaman modal secara berkala danisidentil;

j. Melaksanakan penJrusunan bahan pengkajian sosialisasi
sistem informasi pelayanan perizinan dan pirr"rr.*an modal;

k. Melaksanakan pen]rusunan bahan pengkajian fasilitasi
dibidang data dan sistem informasi;

l. Melaksanakan pengolahan data tentang penanaman modal,
pelayanan pefizinan dan non perizrnany""g telah diterbitkan;

m. Menghimpun data dan informasi dari masing-masing bidang;
n. Men5rusun {r, menginventarisir pengelolaan data sebagai

bahan peninjauan lapangan;
o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi fl.rrgotJ"r,
Data dan Informasi;

q. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi
Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan hasil-kerja yang
dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

r. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
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s. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
BIDANG PEI{YELENGGARTL{N PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

Pasal 21

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non penzinan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis,
menyelenggarakan koordinasi pelayanan penzinan dan non
perizinan secara terpadu dan penetapan besarnya retribusi
daerah di Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
penzinan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan pelayananperizina.n dan
Non Perizinan menyelenggrakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan dan pen]rusunan kebijakan teknis
dibidang penyelenggaraan pelayanan perizrnan dan non
perizinan.

b. Pelaksanaan norrna, standar dan prosedur kegiatan dibidang
penyelenggaraan pelayanan penzinan dan non penzinan.

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan.

d. Pemberian pelayanan penzinan dan non perizirlan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Kepala Bidang Penyelenggaraan pelayanan pertzinart
Dan Non Perizinan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan dilingkup
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinarr dan non
penzinan.

b. Mendistribusikan tugas kepada seksi pelayanan perizinan dan
Non Perizinan I, seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
II dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sesuai
dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. Memberi petunjuk kepada Seksi pelayanan penzinan dan Non
Perizinan I, seksi Pelayanan Peryzinan dan Non perizinan II
dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perwinan III sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyelia seksi Pelayanan Penzinan dan Non perizinan I, seksi
Pelayanan Perlz,inan dan Non perizinan II dan Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III dalam pelaksanaan
tugas sesuai arahan pimpinan;

e. Men5rusun standar Pelayanan Publik (spp) dan standar
Operasional Prosedur (SOP) per:,zinan dan non penzinan;

f. Menetapkan penerbitan dokumen per:g,inan dan non
perizinan;
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1.

Menandatangani surat penolakan permohonan izin dan non
izin yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
berlaku;

Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD),
Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) , Surat Ketetapan Kurang
Bayar (SKKB);

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan administrasi
perizinan dan non penzinan terhadap penerimaan retribusi
daerah serta evaluasi raperda tentang retribusi dan pungutan
lainnya;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis terkait
penzinan dan non perizinan yang ditangani;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

Memberikan penilaian kinerja aparatur Seksi dibawahnya;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 22

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
membawahkan :

1. Seksi Penzinan dan Non Perijinan I;

2. Seksi Perizinart dan Non Perijinan II;
3. Seksi Penzinan dan Non Perijinan III.

Paragraf 1

SUB BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIJINAN I

Pasal 23

(1) Seksi Penzinan dan Non Perizinan I dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pen5rusunan
bahan pengkqiian teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait
serta pelaporan tugas di Seksi Perizinan dan Non Penzinan I yang
meliputi Peruinan dan Non Pertzinan Lingkungan Hidup,
Perkebunan, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kehutanan dan Penanaman Modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Peryzinan dan Non Perizinan I menyelenggarakan
fungsi :

Melaksanakan penJrusunan pengkqiian teknis di Seksi
Perizinan dan Non Perizinan I.

Melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit
kerja terkait di Seksi Penzinan dan Non Perizinan I.

Melaksanakan pen5rusunan bahan pelaporan tugas di Seksi
Perizinan dan Non Perizinan I.

g.

h.

j.

k.

1.

m.

n.

b.

c.
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat(21, Kepala seksi perizinan dan Non" p"ri"i""r, l;;*punyaiuraian tugas :

a' Merencanakan kegiatan Seksi Peryzinandan Non perizinan Isesuai dengan program kerja untuk pedoman p"r"r.."rr",
tugas.

b. Membagi lugas kepada bawahan dilingkungan seksi perizinan
dan Non penzinan I sesuai dengan blaang tugasnya masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan U"itl

c. Membimbing pelaksana€Ln tugas bawahan di lingkungan seksiPerizinan dan Non perizinan I sesuai denga"n t ig"* dantanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan Iancar;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan di ringkungan seksi perizinan

dan Non perizinan I sesuai dengan pelunju-k agar tidak te4adi
kesalahan atau kekeliruan;

e. Memberikan layanan, memproses dan menerbitkan izindibidang Lingkungan Hidup, perkebunan, pertanian danPerternakan, Energi dan sumber Daya Mineral, rehutanandan Penanaman Modar ."Ip konsep penetapan besarnya
retribusi daerah di seksi perizinan dan-Non pertiinanr;

f. Men]rusun d"1 menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan
mekanisme pelaporan perizi.nan dan non perizinan dibidang
Lingkungan Hidup, perkebunan, pertanian dan perternakan,
Energi dan sumber Daya Mineral, Kehutanan dan penanaman
Modal;

g. Membuat surat penolakan permohonan izin dibidang
Lingkungan Hidup, perkeburlan, pertanian dan perternakan,
Energi dan sumber Daya Mineral, Kehutanan dan penanarnan
Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

h. Membuat 
-sr13t Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), surat

Ketetapan ryPih Bayar (SKLB), surat Ketetapan'Kurang Bayar
(SKKB) perizinan dan non penzinan dibidang r,ing[ungan
Hidup, Perkebunan, pertanian aan perternak"i, prrErgi dan
sumber Daya Mineral, Kehutanan dan penanaman Modil;

i. Men5rusun laporan berkala mengenai realisasi izin yang telahdi terbitkan dan rekapitulasi reiribusi dae ruh penzinJn aannon perizinan_ dibidang Lingkungan Hidup, perkebunan,
Pertanian dan perternakan, Energi dan sumbir Daya Mineral,
Kehutanan dan penana.man Modal;

j. Mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait hasil kegiatan
peninjauan lapangan;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan
p_ertimbangan pengambilan kebijakan di seksi peiizinan d,an
Non Perizinan I;
Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi perwinart
dan Non Perizinan I berdasarkan hasil kerjl y"rrg telah dicapai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Perizinan dan Non perizinanl;

k.

l.

m.

n.
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(1)

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIJINAN II

Pasal24
seksi Perwinart dan Non Peitzinan II dipimpin oleh seorang Kepala
seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusrrnan
bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait
serta pelaporan tugas di seksi Perwinan dan Non perizinan II
yang meliputi perizinan dan non perizinan bidang Bidang
Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, sosial dan Tenaga Kerja,
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Perdagangan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Perizinan dan Non Penzineurt II menyelenggarakan
fungsi :

a. Melaksanakan pen]rusunan pengkajian teknis di Seksi
Perizinan dan Non Perizinan II.

b. Melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit
kerja terkait di Seksi Penzinan dan Non perizinan II.

c. Melaksanakan pen]rusunan bahan pelaporan tugas diseksi
Perizrnan dan Non Perizinan II.

untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, seksi Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai uraian
tugas:

a. Merencanakan kegiatan seksi Perizinan dan Non perizinan II
sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan seksi perizinan
dan Non Per'zinaurt II sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Perizinan dan Non Perizinan II sesuai dengan tugas dan
tanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil keda bawahan di lingkungan seksi perizinart
dan Non Perizinan II sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi
kesalahan atau kekeliruan;

e. Memberikan layanan, memproses dan menerbitkan izin
dibidang Pendidikan, Kesehatan, perhubungan, Sosial dan
Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perdagangan serta
konsep penetapan besarnya retribusi daerah di seksi
Perizinan dan Non Perizinan II;

f. Men5rusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan
mekanisme pelaporan pefizinan dan non perizinan dibidang
Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Sosial dan Tenaga
Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumahan din
Kawasan Pemukiman, Perdagangan;

g. Membuat surat penolakan permohonan izin di bidang
Pendidikan, Kesehatan, Perhubungadt, Sosial dan Tenaga
Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumahan dan

(2)

(4)
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1.

Kawasan Pemukiman, Perdagangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Membuat surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKLB), Surat Ketetapan Kurang Bayar
(SKKB) per-vinan dan non perizinan di bidang pendidikan,
Kesehatan, Perhubungan, sosial dan Tenaga Kerja, pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Perdagangan ;

Menyusun laporan berkala mengenai realisasi izin yang telah
di terbitkan dan rekapitulasi retribusi daerah perizinan dan
non perizinan di bidang Pendidikan, Kesehatan, perhubungan,
Sosial dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perdagangan;

Mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait hasil kegiatan
peninjauan lapangan;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi perizinan dan
Non Perizinan II;

Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi penzinan
dan Non Penzinan II berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Perizinan dan Non Perizinan II;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIJINAN III

Pasal 25
(1) seksi Perizinan dan Non Penzinan III mempunyai tugas pokok

melaksanakan penJrusunan bahan pengkajian teknis dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di
subbidang perizinan dan non penzinan III yang meliputi perwinan
dan non perrz;rnan bidang Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil
dan Menengah, Kelautan dan Perikanan, Kebudayaan dan
Pariwisata.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Perizinan Dan Non Perizinan III menyelenggarakan
fungsi :

a. Melaksanakan penJrusunan pengkqjian teknis di seksi
Perizinan dan Non Perizinan III.

b. Melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit
kerja terkait di sub bidang perizinan dan non perizinan III.

c. Melaksanakan penJrusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Perizinart dan Non Perizinan III.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Penzinan dan Non Perizinan III mempunyai
uraian tugas :

h.

J,

k.

1.

m.

n.
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a' Merencanakan kegiatan seksi penzinaurr dan Non perizinan III
sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Membag tugas kepada bawahan dilingkungan seksi perizinan
dan Non Perizinan III sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan 6ait ;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Perizinan dan Non Penzinan III sesuai dengan tugas dan
tanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi penzinan
dan Non Perizinan III sesuai dengan petunjuk agar tidak
terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Memberikan layanan, memproses dan menerbitkan izin
dibidang Perindustrian, Koperasi, usatra Kecil dan Menengah,
Kelautan dan Perikanan, Kebudayaan dan pariwisata sirta
konsep penetapan besarnya retribusi daerah di seksi
Perizinan dan Non Perizinan III;

f. Men5rusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan
mekanisme pelaporan perizinan dan non perizinan di bidang
Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Men engah, Kelautan
dan Perikanan, Kebudayaan dan pariwisata;

g. Membuat surat penolakan permohonan izin dibidang
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kelautan
dan Perikanan, Kebudayaan dan pariwisata yant tidak sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

h. Membuat surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKLB), surat Ketetapan Kurang Bayar
(SKKB) peruinan dan non pefizinan dibidang perindustriln,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kelautan dan
Perikanan, Kebudayaan dan pariwisata;

i. Menyusun laporan berkala mengenai realisasi izin yang telah
di terbitkan dan rekapitulasi retribusi daerah perizinan dan
non perizinart dibidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Kelautan dan perikanan, Kebudayaan dan
Pariwisata;

j. Mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait hasil kegiatan
peninjauan lapangan;

k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di Seksi perizinan dan
Non Perizinan III;

m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi perizinarr
dan Non Penzinan III berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Perizinan dan Non Perizinan III;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
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Bagian Ketujuh
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

DAN PELAPORAN LAYANAN

Pasal 26
(1) Ridang Pengaduan, Kebijakan dan peraporan Layanan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
- 
pokok

melaksanakan penJrusunan bahan pengkqiian teknis, dan
koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan pengkajian teknis di Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan.

b. Pelaksanaaa.n norma, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan di Bidang pengaduan, Kebijakan dan pelaporan
Layanan.

c. Pelaksanaan Pen5rusunan bahan pelaporan tugas
dipengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

d. Menampung laporan pengaduan masyarakat dan fasilitasi
permasalahan di bidang hukum penanaman modal, pelayanan
perizinan dan non penzinan serta memberikan informasi
layanan.

(3) untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan
Layanan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasional program dan kegiatan di lingkup
bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

b. Mendistribusikan tugas kepada seksi pengaduan dan
Informasi Layanan, seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
dan seksi Pelaporan Layanan sesuai dengan tanggung
jawabnya masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. Memberi petunjuk kepada seksi pengaduan dan Informasi
Layanan, seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan dan seksi
Pelaporan Layanan sesuai prosedur untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Menyelia seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan dan seksi pelaporan
Layanan dalam pelaksanaan tugas sesuai arahan pimpinan;

e. Melakukan koordinasi fasilitasi perselisihan dibidang
penanaman modal dan perizinan dengan pemerintah provinsi;

f. Memfasilitasi permasalahan dibidang hukum penanaman
modal;

g. Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami
perusahaan penanaman modal di daerah dengan BKPM
maupun pemerintah provinsi;

h. Menyelenggarakan penJrusunan perda tentang penanamarl
modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-
Undangan;
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Pengkajian dalam penerapan tehnorogi penanaman modal
daerah;

Menganalisa atas peraturan-peraturan dan insentif yang
berhubungan dengan pengembangan investasi dan bisnis;
Men5rusun rancangan kebijakan dan strategi atas dasar data
fakta yang ada;

Menindaklanjuti setiap pengaduan dan keberatan dalam
propes kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan
peirzinan dan non perizrnan yang dikoordinasikan dLngan
bidang-bidang terkait;
Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas
penyelenggaraan penanaman modal, pelayan an penzinan dan
non penzman;

n. Melakukan koordinasi dengan para kepara bidang di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan prsp terkait
informasi yang akan diajukan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbanga.n pengambilan kebijakan;
Memberikan penilaian kinerja aparatur seksi dibawahnya;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 27
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan,
membawahkan:

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2. Seksi Kebijakan dan Avokasi Layanan;

3. Seksi Pelaporan Layanan.

Paragraf 1

SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

Pasal 28
(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dipimpin oleh seorang

Kepara seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi
dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Pengaduan dan Informasi L,ayanan
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pengkajian kebijakan teknis
di Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

b. Pelaksanaan penJrusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

c. Pelaksanaan penJrusunan bahan pelaporan di seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan.

i.

J.

k.

l.

o.

p.

q.

r.
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2],, Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan di seksi pengaduan dan Informasi
Layanan sesuai dengan program kerja untuk pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan setiap saat sesuai dengan
tugas dan tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan tertib
danlancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan sesuai dengan petunjuk
agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi
pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman
modal;

f. Melaksanakan pen5rusunan bahan pengkajian
penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. Menyiapkan bahan mekanisme pengadua.n masyarakat yang
jelas terbuka dan transparan;

h. Menyediakan media sarana dan prasarana pengaduan
masyarakat;

i. Menyiapkan konsep sistem perizinan yang meliputi kewajiban
dan hak pelanggan atas penyelenggaraan penanaman modar,
pelayanan peizinan dan non perizinan;

j. Memberikan penjelasan/ketentuan dan informasi kepada
masyarakat mengenai perizinan dan non perizinan;

k. Melaksanakan pen]rusunan bahan pengkajian perumusan
sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik
dan manual;

l. Melaksanakan pen]rusunan bahan pengkajian penyelesaian
pengaduan;

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. Melaksanakan pen]rusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan;

o. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan berdasarkan hasil kerja
yang telah di capai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

p. Melaksnakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

q. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan
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Paragraf 2
SEKSI KEBIJAKAN DAN AVOKASI LAYANAN

Pasal 29
(1) seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan dipimpin oleh seorang

Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di Seksi Kebijakln dan
Advokasi Layanan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusunan pengkajian teknis di seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

c. Pelaksanaan pen]rusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2!., Kepala seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Kebijakan dan Advokasi
Layanan sesuai dengan program kerja untuk pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan
dengan baik;

c. Membimbing pelaks€Lnaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan setiap saat sesuai dengan
tugas dan tanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kebijakan
dan Advokasi Layanan sesuai dengan petunjuk agar tidak
terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e. Mengkaji, merumuskan dan menlrusun pedoman tatacara dan
pelaksanaan PTSP kegiatan penanaman modal yang menjadi
kewenangan berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan
PTSP kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh
pemerintah;

f. Menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurnaan standar,
nofina dan kriteria sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Melaksanakan kajian kebijakan iklim penanaman modal;
h. Melaksanakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan

penanaman modal di daerah;

i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian
bahan/data untuk penJrusunan dan penyempurnaan
pedoman pengkajian kebijakan penanaman modal;

j. Menyelenggarakan perrrusunan perda tentang penanaman
modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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k. Membuat draft Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
teknis Penanaman Modal;

1. Menyiapkan bahan indentifikasi dan inventarisasi bidang
penanaman modal, pelayanan perizrnan dan non perizinan
yang mengalami hambatan;

m. Menyiapkan bahan penyelesaian atas sengketa selama proses
permohonan izin diterbitkan;

n. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;

o. Melaksanakan fasilitasi permasalahan dibidang hukum
pena.naman modal , perizinan dan non per:u,inan;

p. Melaksanakan bantuan dan fasilitasi penyelesaian
masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal;

q. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. Melaksanakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi Kebijakan dan
Advokasi Layaurtan;

s. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi Kebijakan
dan Advokasi Layanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;

t. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;

u. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
SEKSI PELAPORAN LAYANAN

Pasal 3O

(1) seksi Pelaporan Layanan dipimpin oleh seora.ng Kepala seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penJrusunan bahan
pengkajian teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta
pelaporan tugas di Seksi Pelaporan Layanan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penJrusun€ur pengkajian teknis di seksi
Pelaporan Layanan.

b. Pelaksanaan pen]rusunan bahan koordinasi dengan unit kerja
terkait di Seksi Pelaporan Layanan.

c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di seksi
Pelaporan Layanan.

(3) untuk menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi Pelaporan Layanan mempunyai uraian
tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Pelaporan Layanan sesuai
dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Pelaporan Layanan sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
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c.

d.

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi
Pelaporan Layanan setiap saat sesuai dengan trg." dan
tanggungiawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
Memeriksa hasil keda bawahan di lingkungan seksi pelaporan
I-ayanan sesuai dengan petunjuk agar tidtk krjadi kesaiahan
atau kekeliruan;

Melakukan pengkajian dan penilaian serta penelahaan dan
evaluasi terhadap kebenaran Laporan Kegiatan penanaman
Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan pMA dan
PMDN baik yang belum maupun yang sudah berproduksi
komersial;

Men]rusun laporan perkembangan realisasi penanaman modal
di daerah secara berkala;
Pelaksanaan laporan pelayanan informasi d.an pengaduan,
data dan sistem informasi;
Menyelenggarakan penyusunan lapora n / data hasil rayanan.
Melaksanakan pengkajianr p€rurnusan dan penJrusunan
kebijakan teknis pelaporan pena.naman modar, perizinan dan
non penzinan di Kabupaten;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan penyusuntrn telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi pelaporan
Layanan;

Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi pelaporan
Layanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 6atran
penilaian kinerja aparatur;
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin di
Seksi Pelaporan Layanan;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

e.

f.

ob'

h.

i.

j.
k.

l.

m.

n.

BAB IV
TIM TEKNIS PTSP

Pasal 3 1

(1) Dinas Penanaman Modal dan prsp dapat membentuk Tim Teknis
PTSP sesuai kebutuhan.

(2) Tim Teknis PTSP sebagai mana dimagsud dalam ayat (l)
beranggotakan tenaga teknis internar Dinas lingkup prsp
danfatau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetap[an dengan
keputusan Kepala Daerah.

(3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaiman dimagsud dalam ayat (2)
mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai derrgan
bidangnya.

(4) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimagsud ayat (s)
memiliki kewenangan untuk memberikan rekomen dasi Perizinan
dan Nonperrzinan.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

(1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, para
pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional
wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun
antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada
waktunya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 5 Tahun 2016 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan
uraian T\.rgas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OL6 Nomor 2491 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BERITA

KETENT?ffNlt*u"u,

Pasal 35
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27 Deaeaber ZOIG

Diundangkan di Kasongan
pada Dcranbcr P016

S KABUPATEN KATINGAN,

NIKO MUS

DAERAH KABUPATEN KATTNGAN TAHUN 20r,6 NoMoR 557

AHMAD YANTENGLIE
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